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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut, diatur pemanfaatan ekosistem gambut dapat 

dilakukan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung 

dan fungsi budidaya yang dilakukan dengan menjaga 

fungsi hidrologis gambut; 

b. bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran 

dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan 

hutan, masyarakat diberi akses legal untuk dapat 

mengelola/memanfaatkan hutan dalam bentuk 

perhutanan   sosial  sebagaimana   telah   diatur   dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

tentang Perhutanan Sosial, perlu diatur secara khusus 

mengenai perhutanan sosial pada ekosistem gambut; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4818); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5957); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia               

Tahun 2015 Nomor 713); 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang 

Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1663); 
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10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang 

Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017              

Nomor 338); 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2019 tentang 

Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah 

Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERHUTANAN SOSIAL PADA 

EKOSISTEM GAMBUT. 

 

BAB I   

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, 

hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, 

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan 

Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. 

2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara 

alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak 

sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter 

atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 

3. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang 

merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling 
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mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas dan produktivitasnya. 

4. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah  

hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan desa.  

5. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat 

dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.  

6. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat 

HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan 

lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada 

lembaga desa.              

7. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat 

IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada 

kelompok atau gabungan kelompok masyarakat 

setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan 

hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. 

8. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara 

masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang 

izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan,  izin pinjam 

pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri 

primer hasil hutan. 

9. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah 

masyarakat hukum adat. 

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut yang selanjutnya disingkat RPPEG adalah 

dokumen tertulis dalam perode tertentu yang memuat 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah 

terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan dan penegakan hukum. 

11. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat 

KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 

2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada 

rawa. 
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